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Alokasi 20 Persen APBN

Persoalan Pendidikan Bisa Cepat Dibereskan

KETUA Fraksi Partai Golkar
MPR Melchias Markus Mekeng
menyoroti alokasi Anggaran
Pendapetan dim Belanja Negara
(APEN) scbiesar 20 persen unuk
anggaran pendidikan. Selama
ini alokasi memang sebesar 20
perscn, tapi penggunaannya idak
semua ke pendidikan.

Menurutnya, anggaran pen-
didikan ini diluruskan agar
sepenuhnya murni digunakan
untuk fungsi pendidikan.'Kami
akan suarakan (erus agar 20
persen itu murni ke pendidikan,”
teges Mekeng dalam keterangan-
nya, Rabu (27/5/2026).

Menurut Mekeng, kescjahtera-
an guru hemorer atau nonapératur
sipil negara (ASN) beraker dari
anggaran. "Kalau anggarannya
ada, masalah yang dileriakkan
guru honorer bisa diselesaikan,
[asiltas dan sekolah yang rusak
juga bisa disclesatkan," kata
politikus Golkar ind

Dia biling, kehicupan guru ho-
norer, lenaga pendidikan, hingga
dosen masih mempribatinkan.
Pekerjaan dan pengabdian me-

reka ticak berbanding lurus deng-
an penghargaan yang diterima,
Rendahnya upah di bawah stan-
dar masih menjadi masalah yang
menghantul mereka. "Tnd menjadi
wajah buram dunia pendidikan
mastonal kita," kata dia.

Persoalan ity sudah memasuki
(ahap yang mengkhawatirkan dan
berdampak langsung pada mutu
capitan akadernis siswa Indongsta
yang masth tertinggal di tingat
global. Hal ini berdasarkan hasil
Tes Programme [or Interna-
tional Student Assessment (PISA)
dart Organisation for Economic
Co-uperation and Development
(OECD). "Masalah pendidikan
Kita sudah dalam kondisian lampu
merah, " tndasnya,

Mekeng menambahkan, sen-
skarul masalah gury honorer
(idak bisa dibehankan kepada
salu hementerian saja. Diperluken
sinergi dan komitmen nyata lintas
sektoral, mulat dart Kementerian
Pendidiken Dasar din Menengah
(Kemndikdasmen), Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Kemendiktisaintek),

Kementerian Keangan (Kemen-
keu), Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), hingga Kemen-
lerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrast
{KemenPAN-RB). "Kalau tidak di-
perhatikan dari sekarang, kita aken
jaubsemakintertinggal," ucapnya.

Diz mengingatkan, Pasal 31
ayat (4) Unding- Undang Dasar
(UUD) Negara Republik Indo-
nesia (NRI) Tahun 1945 mene-
gaskan, negara-harus mempi-
orilaskan-anggaran pendidikan
sckurang-kurangnya 20 persen
dari APBN dan APBD untuk
memenuhi kebutuhan penye-
lenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Mekeng, anggaran
pendidikan semestinya diguna-
an untuk keperluan pendidikan
dasar, mencngah, dan gyt yang
menyangkul Sarand dan prasa-
rana, kebutuhan siswa, lermasuk
gurn, T salu rangkaian," landas
legislator asal dacrah pemiliban
Nusa Tenggara Timor (NTT) ini.

Atasberbagai masalah erschul
diatas, kata Mekeng, Fraksi Gol-
Kar MPR berencana menyurati

Presiden Prabowo Subiznto un-
tuk mendorong memprioritaskan
anggaran pendidikan sebesar 20
persen. Presiden juga dipastikan
akan melihat kebutuhan rakyat
karenia semuanya berujung ke
sana. "Mudah-mudahan surat
kami bisa diterima dan ditang-
gapi dengan positif," harap ang-
pota Komisi XT DPR ini.

Bagaimana tanggapan Peme-
rinah? Wakil Menteri Pendidikan
Dasar-dan Menengah (Wamen-
dikdasmen) Alip Latipulhayal
mengataken, lembaganya tengah
menyiapkan strategi untuk me-
ngatast persoalan hesejahteraan
dlanjumlah gur honarer vang me-
nurmpuk di Indonesia. Salah set
slrateginya adalah mengaur ulang
kewenangan pengelolaan guru,

“Perencanaan kebutuhan pen-
didik dan tenaga kependidikan
dilakukan bersama antara Pe-
merintah Pusal (Pempus) dan Pe-
merintah Dacrah (Pemda),” ujar
Atip dalam keterangamya, Rabu
(2115/2026).

Melalui restrukturisasi ke-
wenangan ifu, jelas Atp, pengen-

dalian formasi dan distribusi uru
diusulkan dilakukan oleh Permpus,
sementara pengendalian formasi
dlan distribus pendicik selein guru
serta tenage kependidikan dilaku-
kan Pemda. ' Juga pengangkatan
guru, pamong belajar, penilik,
dan pengawas sekolah dilkukan
Pernpus,” ujar Atip.

Senentara, penilaian Kinerja,
pemnbingan karier, pengembangan
profes, penghargaan kesejahiera-
an, serfa perlindungan pendidik
dan tenaga kependidikan dilaku-
Kan bersama Pempus dan Pemda,

“Inileh yang kami ajukan
sebiagai grand design (rancangan
ulama) dan sudah merumuskan-
nya di rancangan perubahan di
Undang-Undang Sistem Pendi-
dikan Nasional " kata Alip.

Selain itu, Atip menyebut, saat
ind terdapat sckitar 200-an ribu
guru non-aparatur sipil negara
(ASN). Penychab menumpuknya
jumlah guru non-ASN saal ini
atlalah pola rekrutmen vang be-
lum mksinal. Karena rekrutmen
guru ASN dart tahun ke lahun
cenderung Quktuatil. m e
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